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Skripsi yang berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa Pulau 
Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)” merupakan hasil 
penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisa  pemberlakuan sangsi adat 
pembatalan Khitbah pada masyarakat Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. 
Kampar. Penulisan skripsi  ini dilatarbelakangi dari pemberlakuan ganti rugi 
pembatalan Khitbah yang merupakan sebuah adat yang berlaku ditengah 
masyarakat Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana proses 
penyelenggaraan khitbah didesa Pulau Birandang dan bagaimana penerapan ganti 
rugi pembatalan khitbah pada masyarakat desa Pulau Birandang. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan khitbah 
didesa Pulau Birandang.  Kemudian untuk mengetahui tujuan dari ganti rugi 
pembatatalan khitbah pada masyarakat Pulau Birandang. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang berlokasi di 
Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar. Penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang penulis 
kumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku 
pembatalan khitbah, tokoh masyarakat, tokoh bagama dan tokoh adat di desa 
Pulau Birandang, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan  pembatalan Khitbah di 
Desa Pulau Birandang dalam tinjauan sosiologis. 
Penyusun menyimpulkan, bahwa pelaksanaan    Proses penyelenggaraan 
khitbah didesa pulau birandang kec. Kampa kab. Kampar ialah sebagai berikut: 
Maantau tando, Maimbau mamak. 
Tujuan ganti rugi pembatalan khitbah di Desa Pulau Birandang kec. 
Kampa Kab. Kampar berdasarkan tinjauan sosiologis yaitu: Masyarakat tidak 
menyepelehkan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama dua belah pihak 
kemudian untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat serta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah dilaksanakannya khitbah 
atau peminangan. Untuk memberikan pengertian tentang Khitbah (meminang) 
dengan mengkasrahkan Kha’ adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi. Jika 
permohonannya dikabulkan, maka tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Akan 
tetapi Pernikahan belum terlaksana dengannya dan wanita tersebut masih tetap 
sebagai wanita asing baginya hingga ia melangsungkan akad pernikahan 
dengannya. 
Adapun dasar Nash Al-Qur‟an tentang khitbah atau lamaran:  
ًْفُِسُكْن ۚ  ٌْتُْن فِي أَ ّْ أَْكٌَ َِ ِهْي ِخْطثَِح الٌَِّساِء أَ ْضتُْن تِ ََل ُجٌَاَح َػلَيُْكْن فِيَوا َػشَّ َّ
ا إَِلَّ أَْى تَقُْلُْا قَ  ُيَّ ِسّشًّ اِػُذّ َْ ِكْي ََل تُ
لََٰ َّ ُ أًََُّكْن َستَْزُكُشًَُِّيَّ  َلًّ َػلَِن َّللاَّ ْ
 َ اْػلَُوْا أَىَّ َّللاَّ َّ َٰٔ يَْثلَُغ الِْكتَاُب أََجلََُ ۚ  ََل تَْؼِزُهْا ُػْقَذجَ الٌَِّكاِح َحتَّ َّ َهْؼُشّفًّا ۚ 
َ َغفٌُْس َحلِين اْػلَُوْا أَىَّ َّللاَّ َّ ًْفُِسُكْن فَاْحَزُسٍُّ ۚ    يَْؼلَُن َها فِي أَ
Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 
mereka) perkataan yang ma‟ruf dan janganlah kamu  ber‟azam 
(bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis „iddahnya dan 
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ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam 
hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha 
pengampun lagi maha penyantun.
1
 
Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda: 
ٍُ إِلَٔ   ْ ٌَِْا إِلَٔ َها يَْذُػ ٌْظَُش ِه إَِرا َخطََة أََحُذُكُن الَْوْشأَجَ، فَئِِى اْستَطَاَع أَْى يَ
 ْْ ًَِكاِحَِا، فَْليَفَْؼل
Artinya: Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika 




Dalam hadits nabi Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang 
muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia 
sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki 
muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah 
shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda:  
َلَ  َّ َسلََّن أَْى يَثِْيَغ تَْؼُضُكْن َػلَٔ تَْيِغ تَْؼٍض،  َّ  َِ ًََِٔ الٌَّثِيُّ َصلَّٔ َّللاُ َػلَْي
ّْ يَأَْرَى لََُ  َِ، َحتَّٔ يَتُْشَك اْلَخاِطُة قَْثلََُ أَ ُجُل َػلَٔ ِخْطثَِح أَِخْي يَْخطَُة الشَّ
 اْلَخاِطةُ 
Artinya : “Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam melarang seseorang membeli 
barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan 
melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai 
                                                             
1
 Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014) 
2
 Referensi: https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html 
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Adapun istilah khitbah (peminangan) yang dijelaskan di dalam KHI  pada 
pasal 1 (a), sebagai berikut “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya 
hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.
4
  
Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-
beda, karena ulama‟ ahli fikih tidak menyinggung bab ini dalam uraian mereka 
tentang peminangan. 
Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kata 
Khitbah ini lebih dikenal dengan Maantau Tando.
5
 Maantau Tando artinya 
mengantar tanda keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai 
bukti bahwa ia ingin menikahinya. Hal ini merupakan tahapan yang wajib 
dilakukan dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.
6
 
Dalam pelaksanaan Khitbah biasanya masing-masing pihak saling 
menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk 
menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.
7
  
Praktik Khitbah dalam Implikasi Hukum ketika meminang boleh 
dilakukan oleh perantara atau secara langsung namun didampingi oleh 
mahramnya. Ketika tujuan pernikahan adalah untuk mencari ketenangan jiwa, 




 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal, Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta:Depag RI., 
2003), h. 9 
5
 Wawancara dengan bapak Arisman, pemuka adat didesa Pulau Birandang  pada  tanggal 
15 Juni 2020 
6
. Wawancara dengan bapak Khaidarus, imam masjid Nurul Huda Pulau Birandang  pada 
tanggal 14 juni 2020 di Masjid Nurul Huda Desa Pulau Birandang. 
7
. Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqih Munakahat (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 15   
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membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah maka dianjurkan bagi 
laki-laki untuk melihat calon istrinya dan memperhatikan dengan tujuan 
meminangnya. 
Adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Birandang, 
ketika sebelum terjadinya Pernikahan, pihak laki-laki harus melakukan khitbah 
terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki mendatangi 
keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak 
untuk mengarah kepada hubungan yang lebih serius, yang dinamakan dengan 
Antau Tando atau antar tanda keseriusan kedua belah pihak. Wakil kedua belah 
pihak biasanya adalah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercaya. 
Pada proses ini perwakilan dari pihak perempuan tidak langsung 
menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Dari sini 
bisa dibicarakan persetujuan untuk menerima lamaran atas persetujuan bersama. 
Biasanya penentuan hari baik pernikahan ditentukan bersama antara kedua pihak 
setelah melakukan khitbah. 
Dalam kajian sosiologi di dalam masyarakat, maupun kelompok-kelompok 
sosial lainnya, senantiasa dikenal apa yang disebut dengan pengendalian sosial 
(sosial kontrol). Sistem pengendalian sosial (disebut juga “pengendalian sosial” 
saja atau “Kontrol sosial” atau kadang-kadang  juga  dinamakan “pengawasan 
sosial”) adalah, suatu proses baik proses yang direncanakan atau tidak 
direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan 
memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.
8
 
                                                             
8
 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi (Jakarta: CV. Rajawali, 1981). h. 47 
5 
 
Di samping itu, disiplin ilmu sosiologi juga bersilangan dengan kajian 
ilmu hukum, yang lazim diistilahkan dengan sosiologi hukum (sociology of law). 
Kajian ini sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan 
interdisipliner dalam studi hukum. Perdebatan timbul ketika melihat sosiologi 
hukum sebagai milik disiplin ilmu sosiologi. Akan tetapi, ada yang 
menganggapnya sebagai bidang penelitian yang terjebak antara disiplin hukum 
dan sosiologi. Ada juga yang menganggapnya bukan sub-disiplin sosiologi atau 
cabang studi hukum, tetapi sebagai bidang penelitian sendiri dalam tradisi ilmu 
sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, sosiologi hukum dapat digambarkan 
sebagai studi hukum empiris yang sistematis, berlandaskan teoretis, sebagai 
serangkaian praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial. 
Dalam hal ini sosiologi hukum memperlakukan hukum dan keadilan sebagai 
lembaga fundamental dari struktur dasar mediasi masyarakat. Sosiologi 
memediasi antara kepentingan politik dan ekonomi, antara budaya dan tatanan 
normatif masyarakat.  
Sosiologi juga membangun dan memelihara, saling ketergantungan, dan 
membentuk diri masyarakat sebagai sumber konsensus, paksaan dan kontrol sosial 
(social enforcement and control).
9
 
Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. Sehingga penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. 
Hukum adat perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya bukan 
hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan tetapi termasuk pada saat 
                                                             
9
 Muhammad Siddiq Armia, Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan 
Sosiologi Dan Antropologi Hukum,( Naskah Aceh:  Ulee Kareng, Banda Aceh, 2018, h. 10-11 
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sebelum, saat berlangsung, sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai 
keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. 
Kajian hukum keluarga bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan 
hingga ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada tahapan-tahapan yang 
perlu dikerjakan melalui prosesi adat. Adapun upacara adat yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Pulau Birandang salah satunya adalah Maantau Tando. 
Maantau Tando adalah mengantar tanda keseriusan. Dalam upacara 
maantau tando ini, secara adatnya di Desa Pulau Birandang yang biasanya sering 
digunakan sebagai hantaran adalah berupa gelang kesat, dua helai kain panjang, 
dua helai kain handuk, dan dua helai kain sarung. Benda ini merupakan adat yang 
berlaku ditengah masyarakat Pulau Birandang dalam pelaksanaan lamaran. 
Ketika lamaran laki-laki diterima oleh pihak perempuan maka tahap ke 
jenjang akad pernikahan bisa dilanjutkan dengan menunggu kesepakatan dari 
keluarga kedua belah pihak. 
Hal-hal yang dibahas dalam proses Maantau Tando adalah penetapan hari 
diberlangsungkannya akad nikah. Ketika sudah disepakati hari akad 
pernikahannya maka kedua calon belum boleh berdua-duaan (berkholwat) karena 
walaupun sudah dapat restu dari keluarga namun belum ada ikatan yang sah untuk 
bersama karena sahnya pernikahan setelah ada akad ijab dan Kabul. 
Dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat tentunya tidak semua 
hal yang kita rencanakan bisa tercapai dengan semestinya. Kadangkala hal yang 
tidak di inginkan bisa saja terjadi. Seperti dalam perjanjian pernikahan terdapat 
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pembatalan. Hal yang sering dijadikan alasan dalam membatalkan tunangan oleh 
masyarakat di desa Pulau Birandang adalah sebagai berikut: 
1. Munculnya keragu-raguan dari pihak perempuan untuk melanjutkan ke 
jenjang pernikahan karena adanya orang yang meminang yang lebih mapan 
dari orang yang meminang sebelumnya. 
2. Adanya penemuan dari salah satu pihak keluarga yang tunangannya 
berselingkuh dengan orang lain. 
3. Dan pembatalan disebabkan oleh kematian. 
Ada juga kejadian yang sering dijadikan alasan pembatalan Khitbah di 
tengah-tengah masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar adalah  terdapat ketidak cocokan antara dua keluarga yang diketahui 
setelah proses Khitbah itu terjadi. Ada pihak yang merasa dirugikan baik berupa 
moril ataupun materil bahwa dari mereka belum cukup mapan untuk menghidupi 
sebuah keluarga. 
Ada juga dikarenakan karena lamanya jarak waktu antara mengkhitbah 
dengan akad nikah sehingga banyak hal yang mungkin akan terjadi diantaranya 
adalah adanya lamaran dari pihak lain bagi pihak perempuan yang lebih siap dan 
mapan dari segi ekonomi, dan dari pihak laki-laki pun dimungkinkan karena jatuh 
hati kepada perempuan lain yang menyebabkan keraguan untuk melanjutkan 
pertunangannya ke jenjang pernikahan 
Namun dalam adat masyarakat desa Pulau Birandang apabila pihak laki-
laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak 
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perempuan maka pihak laki-laki tidak bisa mengambil kembali apa yang telah 
diberikan ketika meminang. 
Sebaliknya apabila pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak Perempuan 
tanpa ada kesalahan dari pihak laki-laki maka ia harus mengembalikan dua kali 
lipat dari hantaran sebagai ganti rugi pembatalan khitbah.
10
. 
Membatalkan Khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun sebelum 
terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah, boleh ia 
minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya. Ketika barang 
tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga 
barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti 
barang tersebut dengan yang serupa jika barang tersebut berupa benda.
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Hukum adat yang berlaku didesa Pulau Birandang, apabila pihak laki-laki 
yang membatalkan khitbah/tunangan maka hantaran dari pihak laki-laki tidak bisa 
diambil kembali. Namaun apabila pembatalan khitbah/tunangan dilkukan oleh 
pihak perempuan, maka di beri sangsi dua kali lipat.
12
  
Peristiwa ini sudah lama terjadi ditengah-tengah masyarakat Pulau 
Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, bahkan sudah menjadi hukum 
adat yang berlaku. Sehingga jika ada yang membatalkan Pertunangan, kemudian 
tidak melakukan ganti rugi/membayar sangsi, maka mereka akan dikenakan 
dampak sosial seperti dicela dan menjadi buah bibir ditengah masyarakat. 
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Fenomena sosial ini akan memberikan dampak kepada keluarga maupun kepada 
individunya secara langsung dan dapat menimbulkan konflik-konflik di tengah 
masyarakat. 
Namun disisi lain juga mempunyai tujuan baik dalam segi norma dan 
nilai-nilai sosiologis yang akan dicapai dan dipertahankan ditengah masyarakat 
untuk mengantisipasi terjadinya konflik setelah pembatalan. Karena pernikahan 
bukan saja mengikat dua orang insan, akan tetapi juga mengikat keluarga kedua 
belah pihak (laki-laki dan perempuan).  
Demikian pula masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar yang ingin mempertahankan hidup rukun, adil, damai dan 
sejahtera dengan saling menghormati antara satu dengan yang lain. 
Berdasarkan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam lagi tentang “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah di Desa 
Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan 
Sosiologis)” 
B. Batasan Masalah 
Pada dasarnya pembatalan khitbah merupakan hal yang di perbolehkan 
dalam aturan Agama, akan tetapi masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar memiliki pandangan bahwa Khitbah adalah suatu 
perjanjian yang wajib ditepati. Oleh sebab itu pada masyarakat Desa Pulau 
Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdapat sanksi bagi pelaku 
pembatalan Khitbah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui ganti rugi 
pembatalan khitbah yang berkembang ditengah masyarakat Desa Pulau Birandang 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.  
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C. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 
maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses penyelenggaraan khitbah di desa Pulau Birandang 
Kecamatan Kampa  Kabupaten Kampar ? 
2. Bagaimana Penerapan ganti rugi pembatalan khitbah pada masyarakat desa 
Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Khitbah di Desa Pulau Birandang 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
b. Penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang penerapan ganti rugi 
pembatalan khitbah di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis 
khususnya dan menambah pengetahuan tentang hukum-hukum yang 
tersirat di dalamnya. 
b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam baik dalam kalangan 
intelektual maupun kalangan orang awam agar membawa manfaat bagi 
semua orang yang membacanya. 
c. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan 
umum khususnya dalam bidang hukum Islam. 
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d. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
E. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan 
1. Penelitian ini adalah penelitian empiris (penelitian yang berfokus meneliti 
fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan 
menghimpun kenyataan yang terjadi serta menembangkan konsep yang ada)
13
 
yang bersifat deskriftif, dimana penulis bertujuan memberikan gambaran 
terhadap keadaan masyarakat Desa Pulau Birandang, dalam masalah ganti 
rugi pembatalan khitbah, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang 
pendidikan, ekonomi, sosial dan adat yang nampak dan berpengaruh dalam 
situasi yang diselidiki. Penelitian yang penulis gunakan yaitu, metode 
penelitian hukum sosiologis yang dinyatakan sebagai suatu gejala empiris 
yang dapat diamati dalam kehidupan.
14
 Seperti faktor-faktor sosial yang 
mempengaruhi pembebanan ganti rugi pembatalan khitbah di Desa Pulau 
Biirandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat 
diperoleh.
15
 Terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data sekunder. 
Data dalam penelitian ini Terdiri dari: 
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Informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai situasi 
kondisi obyektif wilayah daerah yang diteliti yang terdiri dari aparatur 
pemerintah bpk (Tomas Renaldo) Kepala Desa Pulau Birandang, 
kemudian bpk (Jalinus) sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan 
Desa) dePulau Birandang juga sebagai Tokoh agama (bpk. Khaidarus) 
sesepuh desa Pulau Birandang. Bapak M. Zen sebagai sesepuh dan juga 
sebagai toko adat masyarakat suku melayu di Pulau Birandang. Bpk. Azir 
sebagai pemuka adat di Pulau Birandang. Dan bapak Saparuddin sebagai 
pemuka adat. Bpk. Jasmani sebagai Tokoh Masyarakat, bpk.  Minan 
sebagai tokoh masyarakat, bpk. Arisman sebagai pemuka adat. 
Berdasarkan dari wawancara diatas, maka penulis menjadikan sebagai 
data primer. 
Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan 
persoalan perkawinan terutama yang membahas tentang khitbah dan buku 
buku yang terkait dengan adat (masyarakat Kampar). Selain itu juga buku 
sosiologi hukum keluarga, serta banyak lagi buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah ini. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut:  
a. Wawancara, Yakni dilakukan penulis kepada sejumlah informan. Dalam hal 
ini penulis menggunakan metode interview terpimpin dengan menggunakan 
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pedoman wawncara (interview quide) sebagai acuan agar proses interview 
terfokus pada permasalahan ini. 
b. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku 
tentang perkawinan khususnya yang membahas khitbah, adat istiadat, dan 
tinjauan sosiologis. 
G. Tekhnik Pengolahan Dan Analisis Data 
 Dalam pengolahan data penulis menguraikan pendapat responden 
tentang ganti rugi pembatalan khitbah dalam bentuk kata-kata atau jawaban 
berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan, kemudian penulis juga menganilisis 
apa yang menjadi factor serta tujuan yang melatar belakangi masyarakat Desa 
Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Data data yang telah 
terkumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, 
kejelasannya, konsistensi jawaban atau yang biasa disebut editing. 
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab terdiri dari sub-sub pokok 
sebagai berikut: 
BAB  I  Pendahuluan. yang mencakup dari latar belakang masalah, 
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
objek penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  Pada bab kedua ini penulis akan menggambarkan secara umum lokasi 
penelitian. 
BAB III  Bab ketiga ini penulis akan menjelaskan seputar khitbah bila dilihat 




BAB IV Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan tentang pengetahuan 
masyarakat Desa Pulau Birandang tentang ganti rugi pembatalan 
khitbah, tinjauan sosiologis pembatalan khitbah serta analisis dari 
penulis yang merupakan hasil dari penelitian. 
BAB IV Kesimpulan dan Saran
  15 
BAB II 
 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Geografi Desa Pulau Birandang 
1. Sejarah singkat Desa Pulau Birandang 
Masyarakat desa Pulau Birandang adalah mayoritas Ughang Ocu, 
yang tidak mau disebut orang Minang dan tidak mau pula disebut orang 
Melayu. Karena pada sejarahnya peradaban di Kampar termasuk salah satu 
peradaban tertua, dengan adanya peninggalan Candi Muara Takus.
16
 
2. Letak Wilayah Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar  
Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, memang dilihat dari segi nama, nama 
Kecamatan Kampa merupakan nama baru yang dulu bernama Kecamatan 
Kampar Timur.  
Kecamatan Kampa terdiri dari beberapa wilayah diantaranya Desa 
Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan, 
dan dua buah Desa hasil pemekaran pada awal tahun 2006 yaitu Desa Deli 
Makmur dan Desa Sungai Putih. 
Jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih 
kurang 2 KM, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 KM. Desa Pulau 
Birandang merupakan dataran rendah.Berdasarkan letak administratifnya, 
sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan 
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dengan Sungai Kampar, sebelah Barat beratasan dengan Alam Panjang, dan 
sebelah  Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. 
3.  Luas dan Penggunaan Tanah 
Wilayah Desa Pulau Birandang merupakan wilayah yang cukup luas, 
sehingga untuk memudahkan pengurus desa memperhatikan masyarakat, 
maka Desa Pulau Birandang dibagi menjadi lima dusun. Desa Pulau 
Birandang memiliki luas 40.000 hektar, wilayah terbesar dipergunakan untuk 
perkebunan yaitu seluas 20.000 hektar dan wilayah terkecil untuk 
pemakaman yaitu seluas 2 hektar. 
Tabel Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya 





















Jumlah 40.000 100% 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019  
 
4. Keadaan Iklim Desa Pulau Birandang 
Keadaan iklim didesa Pulau Birandang sama halnya dengan keadaan 
iklim Provinsi Riau pada umumnya 
Mayoritas masyarakat Desa Pulau Birandang bekerja sebagai petani 
dan berkebun. Untuk menunjang penghasilan pertanian dan perkebunan 
masyarakat, masyarakat harus memperhatikan keadaan iklim untuk 
menentukan saat yang tepat menebur benih sehingga pertanian dan 
perkebunan masyarakat dapat tumbuh dengan baik. Dari hasil wawancara 
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diketahui  Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara 
rata-rata tahunan berkisar 32 
0
C, dimana puncak bulan basah pada bulan April 
dan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan Juli.
17
 
B. Demografi Desa Pulau Birandang 
1. Jumlah Penduduk 
Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan 
melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber daya alam yang 
tersedia untuk dimamfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut 
monografi Desa Pulau Birandang tahun 2018 penduduknya berjumlah 4.175 
jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa (47,28%) laki-laki dan 2.168 jiwa (52,72%) 












Jenis Kelamin  Jumlah 































Jumlah 1.318 2.007 2.168 4.175 
 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019 
 
Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan jumlah pertumbuhan 
penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran. 
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2. Kehidupan Beragama 
Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab 
kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-
masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai 
ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang 
yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan Di dalam kehidupan 
manusia. 
Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya 
beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan 





Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan 
Kepercayaannya 
 
























Jumlah 4.175 100 
 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019. 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh 
masyarakat Desa Pulau Birandang  yaitu 4.245 orang (100%) dari komposisi 
penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidaya 
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dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya 
beragama Islam, kehidupan keagamaan  berkembang dengan baik dan 
mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya 
sejumlah rumah ibadah  yaitu 8  buah masjid  dan 10 mushallah. Rumah ibadah 
tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai 




 Jumlah Lembaga Kagamaan Desa Pulau Birandang Tahun 2019/2020 
 





















Jumlah 9 Mesjid 10 Mushallah 
 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2020. 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga 
keagamaan di Desa Pulau Birandang  adalah sebanyak 9 buah mesjid dan 10 
buah mushallah, dan lembaga keagaman terbanyak terdapat di Dusun 4 dengan 
2 buah masjid dan 4 buah mushallah. 
i. Pendidikan 
Masyarakat didesa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti 
akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang 
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berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan disekolah 
negeri maupun swasta. 
Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan 
oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang 
mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksakan dan 
mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah. 
Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan 
mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, 
mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada 
didesa Pulau Birandang ini baru sampai tingkat Aliyah atau sederajat dengan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 




Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Pulau Birandang 
 


































Jumlah 8 10 18 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana danfasilitas pendidikan 
yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman 
Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 





unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren  yang sederajat 
SMA dan  SMP. 
Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa ini, banyaknya sarana 
pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah 
kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka 
sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan 
ketempat lain. 
Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata 
memilikit tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak 
sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah 
penduduk berdasarkan tingkat  pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang  
Menurut Tingkat Pendidikan 
 































Jumlah 2.160 100 
Sumber: Monografi DesaPulau Birandang, 2019. 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau 
Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa dengan persentase 
28, 94%. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan 
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tingkat Pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa dengan 
persentase 5,32%. Fakta dilapangan berdasarkan surfei peneliti banyak 
penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi Desa 
sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui. 
Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus 
Desa sehingga massyarakat yang tidak tamat SD tidak diketahui jumlahnya 
dengan pasti.Jadi tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pulau Birandang 
tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk 
mengentaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya  tujuan 
pembangunan Desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.  
2. Adat Istiadat dan Sosial Budaya 
Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku 
bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai 
Merauke. Begitu juga hal nya dengan keadaan Desa Pulau Birandang  yang 
terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai, Pitopang  dan 
lain sebagainya. Meskipun  mereka berbeda dalam kehidupan sehari-hari 
mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang 
lainnya. 
Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Pulau Birandang adalah 
berdasarkan garis keturunan Ibu (matrilinier), sehingga setiap anak dan 
kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara Ibu serta kerabat 
dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku Ibu, 
sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku Ibu. 
23 
 
Selanjutnya menurut adat di Desa Pulau Birandang anak perempuan 
mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap 
penerus garis keturunan yang berpola materinieal. Desa Pulau Birandang 





Badikiu merupakan salah satu nyanyian yang diiringi dengan alat 
musik tradisional yang disebut gubano dan tepak, yaitu sebuah alat yang 
terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan kemudian digiling sehingga 
seperti lembaran yang tipis dan diukir dengan kayu. Cara   memainkannya 
yaitu dengan memukul-mukul alat tersebut dengan iringan bacaan zikir 
dan shalawat. Menurut bapak M. Zen (sesepuh dan personil dikiu di Pulau 
Birandang) awal mula lahirnya Badikiu ini bersempenaan dengan 
dibentuknya ninik mamak persukuan dikampar.
23
 Kesenian Badikiu ini 
pada mulanya digunakan untuk arak-arakan dalam acara mengantarkan 
mempelai kerumah mempelai perempuan, arak-arakan dalam 
mengantarkan anak laki-laki untuk mandi kesungai Kampar sebelum 
melakukan Khitan atau Sunat Rasul yang sering disebut oleh masyarakat 
Pulau Birandang, dll. 
2. Maaghak Sughek 
Maaghak Sughek merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Pulau Birandang saat musim sebelum menanam padi. 
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Acara ini dilakukan dengan masyarakat mengelilingi kampung sampai ke 
tempat persawahan kemudian masyarakat menaburkan semacam obat ke 
persawahan tersebut, kemudian kembali lagi ke tempat semula dan semua 
itu tidak luput juga dengan iringan alat music tradisional yang disebut 
badikiu. 
3. Ziarah Kubur 
Ziarah Kubur merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh 
masyarakat disaat memasuki bulan suci Ramadhan, dalam hal ini 
masyarakat berbondong-bondong mengajak sanak keluarganya untuk 
datang kekuburan keluarganya masing-masing untuk membersihkan 
pusaran dan membacakan surat Yaasiin setelah itu mendoakan para arwah 
yang telah mendahului mereka.  
4. Mandi Balimau Bakasai 
Mandi Balimau Bakasai adalah sebuah tradisi yang dilakukan 
masyarakat Desa Pulau Birandang pada sehari sebelum masuknya bulan 
suci Ramadhan. Niatnya adalah untuk mensucikan diri karena mau 
memasuki bulan yang suci.
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5. Tradisi pernikahan 
Tradisi pernikahan pada masyarakat Pulau Birandang, memiliki 
tahapan yang harus diikuti selama berlangsungnya pernikahan. Kemudian 
dilarang menikah dengan satu suku yang sama karena ini adalah pantangan 
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yang sudah lama diatur oleh Ninik Mamak.
25
 Dikampar pada umumnya 
suku mengikuti suku ibu atau biasa disebut Matrilinear sama halnya 
dengan adat istiadat di Sumatera Barat. 
6. Basiacuong 
Basiacuong adalah cerita sambung menyambung dalam membuka 
makanan. Hal ini dilakukan sebelum makan bersama pada acara mendo‟a 
syukuran dan acara sakral yang ada di desa Pulau Birandang.Bahasa yang 
digunakan adalah bahasa Ocu yang telah disepakati oleh kepala daerah, 
tokoh agama dan kepala adat. Dalam istilahnya (tali bapilin tigo). 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIK TENTANG KHITBAH 
A. Pengertian Khitbah dan Dasar Hukumnya 
1. Pengertian Khitbah 
Kata khitbah berasal dari bahasa arab yang mempunyai sinonim 
dengan peminagan, yang berasal dari kata “pinang” atau “melamar” (kata 
kerja)
26
. Atau bersinonim juga dengan lamaran. Secara etimologis meminang 
atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi 
sendiri atau orang lain)”. Dikatakan pula bahwa kata khitbah yang dalam 
bahasa Melayu disebut “peminangan” adalah bahasa Arab standar yang 
terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan 
terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu 




Sedangkan makna Khitbah secara terminologi adalah suatu langkah 
pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.
28
 
Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung 
memahami khitbah sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang 
perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang 
sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.
29
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Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan 
calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling 
mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk menggambil sikap yang tegas 
dalam melanjutkan keinginanya yaitu menikah. Serta untuk dapat 
menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul 
kekecewaan dan penyesalan dikemudian hari. Serta kesempatan bagi pria 
untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah 
untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang 
menjadi daya tarik untuk menjalani mahligai rumah tangga dari kedua belah 
pihak. 
Dengan adanya proses melihat tersebut, maka mereka bisa 
memutuskan apakah akan melanjutkan atau malah membatalkanya. Karena 
dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua 
belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang 
pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat dulu perempuan 
yang akan dipinangnya, sehigga ia dapat menentukan apakah peminangan itu 
diteruskan ataukah dibatalkan. 
Nabi Muhammad SAW bersabda:  
َهاَ تَْيٌَُكَوا  ُ اُْخَشٓ اى يَُؤدِّ ًْظُْشاِلَْيَِافَاًََِّ  اُ
 
Artinya: Lihatlah calon istrimu karena melihat akan mengundang 
kelanggengan kalian berdua .
30
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Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan 
dipinang itu hukumnya sunnah. Keterangannya adalah sabda Rasulullah 
SAW: 
ٍُ اِلَٔ ًِكاِحَِا  ْ اَِرا َخطََة اََحُذُكُن الَْوْشَءج فَأِِى اْستَطاَع اَْى يٌَْظَُش ِهٌَِْا اِلَٔ َها يَْذُػ
 فَْليَْفَؼل
Artinya : “Apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan, 
sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya 
sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka 
lakukanlah.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud). 
Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling 
menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk 
menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.
31
 
Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, 
disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki 
perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran 
masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut 
disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (syarih) atau dapat juga 
dilakukan dengan sindiran (kinayah).
32
 
Perbedaan antara bahasa sindiran dan bahasa yang jelas adalah, jika 
bahasa sindiran menyebutkan sesuatu dengan bahasa ungkapan yang lazim, 
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misalnya adalah “si fulan bagus perawakannya”, sedangkan bahasa yang jelas 
adalah bahasa yang langsung memberikan kejelasan untuk menikahi si calon. 













اأ ٓ اإِلَّ ا ْاعُاِِسًّ َا ۚۡاَوَلاَتۡعزُِم ا ۡعُروفا انَّ لا َۡ ْاقَ َا ُ اَيۡتلَُغاالََِّكحِاٱاۡقَدةَاَل َٰ َحَّتَّ
ًُااۡلِكَتَُٰباٱ َجلَ
َ




اأ اِِفٓ اَنا ۚۡاٱَيۡعلَُم اۡحَذُروهُ
ْاٱوَا َٓ ااۡعلَُه نَّ
َ
َاٱأ اَغُفٌَراَحلِيٞمااّللَّ
Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang 
ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk 
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 
Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 




Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Tidak dalam pinangan orang lain. 
Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti 
merampas hak dan menyakiti hati orang lain, memecahkan hubungan 
kekeluargaan, menganggu ketentraman. Maksud dari meminang pinangan 
orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima 
pinangan laki-laki yang pertama dan Walinya dengan terangan-terangan 
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mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan 
semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau laki-laki yang 
kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan 
pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama 




b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 
dilangsungkannya pernikahan. 
Wali berkewajiban memilih calon suami untuk anak gadisnya. Ia 
tidak boleh mengawinkan anaknya itu kecuali dengan laki-laki yang 
beragama dan berakhlak baik, sehingga dapat berumah tangga dengan 
anak tersebut dengan baik tanpa menganiayanya. 
Hasan bin Ali pernah ditanya seseorang, ia berkata: 
“Sesungguhnya saya ini mempunyai seorang anak gadis, dengan siapakah 
sebaiknya ia saya kawinkan menurut tuan?”“Kawinkanlah dengan laki-laki 
yang bertakwa kepada Allah,” jawab Hasan. “Kalau laki-laki itu mencintai 




c. Perempuan itu tidak pada masa iddah karena thalak raj‟i. 
Diharamkan bagi orang yang meminang mantan istri orang lain 
atau wanita yang sedang iddah, baik dalam masa iddah kematian 
suaminya, karena talaq raj‟i maupun talak ba‟in. Jika perempuan yang 
                                                             
34
  Abdurrahman Ghazali, Fikih Munakahat ( Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 78. 
35
  Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita. (Asy-Syifa‟: Semarang),h.361 
31 
 
sedang Iddah talaq raj‟i haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan 
mantan suaminya, dan suaminya masih berhak merujuknya kembali 
sewaktu-waktu ia suka.
36
 Adapun, melakukan lamaran kepada perempuan 
dalam keadaan talak ba‟in (talak tiga), tidak boleh dengan terang-terangan 
berdasar kesepakatan. Sedang, fuqaha berbeda pendapat tentang lamaran 
yang dilakukan cara sindirian kepada perempuan karena talak ba‟in.
37
 
Sedangkan bagi perempuan yang sedang iddah kematian boleh 
dipinang secara sindiran, walaupun kalangan ulama fikih masih berbeda 
pendapat, karena perempuan yang sedang iddah kematian hubungan suami 
istri terputus sehingga hak suami terhadap istri hilang sama sekali. 
Meskipun demikian, pinangan yang diajukan kepada perempuan tersebut 
hendaknya tidak mengganggunya, apalagi sampai mencemarkan namanya 
dimata tetangga atau kerabatnya.
38








اأ ُاٱِِفٓ ااّللَّ ٌُوَّ ََاِعُدو اتُ الَّ اَوَلَِٰكو وَّ ٍُ اَستَۡذُكُروَن ىَُّكۡم
َ
أ
ْاعُا َا ۚۡاَوَلاَتۡعزُِم ا ۡعُروفا انَّ لا َۡ ْاقَ َا ُ ناَتُقَل
َ
اأ ٓ اإِلَّ ا اَيتۡاالََِّكحِاٱاۡقَدةَاِِسًّ َٰ لَُغاَحَّتَّ
ًُااۡلِكَتَُٰباٱ َجلَ
َ




اأ اِِفٓ اَنا ۚۡاٱَيۡعلَُم اۡحَذُروهُ
ْاٱوَا َٓ ااۡعلَُه نَّ
َ
َاٱأ ااَغُفٌَراَحلِيمٞااّللَّ
Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
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Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. 
dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-
Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun. (QS Al-Baqarah (2): 235) 
 
d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena thalak ba‟in, hendaklah 
meminang dengan cara siryy ( tidak terang-terangan). 
3. Dasar Hukum Khitbah 
Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi‟i adalah sunah karena 
Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti 
Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. “Dari Urwah, bahwasanya 
Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar 
berkata kepada Rasulullah saw: ”Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah 
saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) 
halal bagi saya” (HR. Bukhari). 
Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan 
beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya: 
1. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia 
harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami 
pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.
39
 
2. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak 
memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan 
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keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan 
setiap pasangan suami istri. 
3. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan 
masih muda. 
4. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga 
dekat, karena Imam Syafi‟i pernah mengatakan, “Jika seseorang menikahi 
wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar 
ananknya mempunyai daya pikir yang lemah.” 
5. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai 
silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh 
pada dirinya dan juga anak keturunannya.
40
 
6. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah 
pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap 
perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia. 
7. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran 
8. Memiliih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu 
mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah 
pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik. 
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4. Syarat syarat Khitbah 
Khitbah atau tunangan dianggap sah dan benar, apabila memenuhi 2 
syarat sebagai berikut:  
Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan 
syari‟at untuk menikah. Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh 
melamar seorang perempuan yang haram dinikahi baik muhrim permanen 
maupun muhrim sementara. Diantaranya adalah tidak boleh meminang istri 
orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan 
untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada. 
Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Tidak dalam pinangan orang lain. 
2. Pada waktu meminang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 
dilangsungkannya pernikahan. 
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i 
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba‟in hendaklah 
meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan). 
Kedua, perempuan itu belum menerima pinangan orang lain. Siapapun 
tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan 
dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung 
acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak 





َلَ  َّ  َِ ا اَُحْالُْوْْأِهِي فاَلَتَِحّل لِلُْوْؤهِي اَْى يَْثتَاَع َػلَٔ تَْيغ اَِخْي ْ اَْلُوْأِْهٌٌ
َِ َحتَٔ  يََزس  َْ يَْخطَُة َػلَٔ ِخْطَة اَِخْي
 
Artinya: “Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak 
halalbaginyauntukmembeli(menawar)pembelian saudaranya  dan 
tidak boleh meminang pinangan saudaranya , sampai saudaranya 
membatalkan peminangan itu.” 
 
Agama Islam membenarkan adanya peminangan sebelum akad, 
dimana calon suami boleh melihat muka dantelapak tangan calon istrinya 
dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan 
dengan tujuan untuk saling mengenal. 
Dalam Islam memang tidak diatur tentang tata cara peminangan. 
Menurut Sayyid Sabiq “Peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum 
berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam 
tata cara peminangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan kultur atau budaya masyarakat. 
Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk 
mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang 
terhadapnya, dengan seorang yang diinginkannya sebagai suami baginya 
sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan 
untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak 
menyusahkan hidupnya dan dan mengeruhkan kehidupannya.
42
 
Dalam   melaksanakan   khitbah,   tentu   para   pihak-pihak   yang 
berkaitan selalu menjadi acuan, terutama subyek khitbah dimana bisa dibagi- 
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bagi menjadi dua yakni dilihat dari kriteria keinginan masing-masing 
mempelai. Maka akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pihak mempelai laki-laki 
b. Pihak mempelai wanita 
c. Orang tua atau 
 d. wali 
Laki-laki  dalam  perannya  sebagai  kepala  rumah  tangga 
tentunya banyak yang harus dilihat dari banyak sisi agar kedepannya 
dalam membina anak dan istri dalam berumah tangga menjadi sosok yang   
baik dalam keluarganya, itulah hal-hal yang harus dambakan dari mempelai 
wanita yang menginginkan kriteria suami ideal. Mata merupakan tukang 
posnya hati dan dutanya perasaan. Karena itu haruslah saling melihat sebelum 
terjadinya perkawinan. 
1. Suami ideal 
Suami ideal adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan 
tuntunan  Syar‟iat  Islam.  Mereka  itu  sangat  cakap  dalam  memenuhi  hak 
Istrinya. Maka suami yang Ideal itu adalah: 
a. Membayar mahar istrinya dengan sempurna. 
b. Melapangkan  nafkah  istri  dengan  tidak  bakhil  dan  tidak  berlebih- 
lebihan. 
c. Memperlakukan istri dengan baik, mesra dan lemah lembut. 
d. Meminta pendapat istri dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya. 
e. Bersenda gurau dengan istri tanpa berlebih-lebihan. 
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f. Memaafkan kekurangan istri dan berterima kasih atas kelebihanya.  
g. Berpenampilan bersih, rapi dan wangi dihadapanya. 
h. Membantu  istri  dalam  tugas-tugas  rumah  tangga  yang kadang tidak 
tertangani. 
i. Meringankn    pekerjaan    istri    dengan    seorang    pembantu    bila 
berkesanggupan. 
j. Meringakkan pekerjaann istri dengfan perlengkapan dapur dan rumah 
tangga yang memadai bila berkesanggupan. 
k. Menempatkan  istri  ditempat  tinggal  yang  tidak  tercanpur  dengan 
saudara ipar laki-laki. 
l. Memerintahka istri memakai busana muslimah bila keluar rumah,  
m. menemani istri bila bepergian. 
n. Tidak menyiarkan rahasia suami 
o. Menjaga istri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah kepadanya ( 
istri ) 
p. Tidak membwa istri ketempat tempat maksiat. 
q. Memberi peringatan dan bimbingan  yang baik  bila istri lalai dalam 
kewajibanya. 
r. Bila  harus  memukul  istri  karena  alasan  yang  syar‟i, maka  ia  tidak 
memukul wajahnya dan anggota tubuhnya yang dapat mengakibatkan 
krusakan atau berbekas. 




t. Mmanggil istri dengan panggilan kesukaanya. 
u. Bekerjasama dengan istri dalam taat kepada Allah SWT. 
2. Kriteria Istri pilihan yang disyari‟atkan dalam Islam  ialah: 
a. Pemilihan atas dasar agamanya. 
Agama yang dimaksudkan disini ialah pemahaman yang benar 
tentang Islam dan penerapan amaliyahnya terhadap semua keutamaan dan 
adabnya yang tinggi. 
b. Memilih calon istri yang memiliki harta (kaya). Agama Islam tidak 
melarang seseorang milih Istri yang punya harta. Dengan demikian 
diharapkn si istri (nanti) tidak begitu banyak tuntutan kepada suaminya. 
Pada  saat  sekarang  ini,  orang  yang  mencari  jodoh  dari  wanita  yang 
sudah  mempunyai  pekerjaan (penghasilan).  Namun,  harus  diingat 
bahwa seorang suami tidak boleh mengelak dari tanggung jawab 
menafkahi istri (keluarga), walaupun istri  itu orang kaya. Nafkah tetap 
menjadi tanggung jawab suami. Berbeda sekiranya istrinya merelakan 
dan memaafkan, umpamanya diberhentikan dari pekerjaan (P.H.K) 
c. Memilih calon istri dari turunan orang baik-baik. Sebab, pada umumnya 
orsng-orang yang baik-baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik 
pula. Orang yang mempunyai turunan orang baik tidak mesti kalangan 
atas, status sosialnya tinggi (kasta dan kedudukan), tetapi dapat juga 
dari kalangan rakyat biasa. 
39 
 
d. Memilih  calon  itri  yang  cantik,  karena  stiap  manusia  ada  mepunyai 
kecendrungan ke arah itu. Tentu saja, ukuran cantik atau tidak sangat 
bergantung kepada orang yang melihat. 
B. Denda Membatalkan Khitbah Perspektif Hukum Islam 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah 
suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
43
 
Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak 
yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak 
awal pernikahan menurut syara‟ maupun adat.  Tujuannya, agar peminang dan 
yang dipinang saling mengenal.
44
 Dalam kajian hukum Islam khitbah itu 
sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun 
demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah 
tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika 
terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah 
perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan 
diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang 
semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima. 
Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang 
khitbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan 
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pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah baik dari 
calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang 
memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya, 
karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan. Ketika pernikahan tidak 
jadi dilakukan karena dibatalkan khitbahtadi, maka lelaki berhak mengambil 
kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai 
tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah 
tersebut. 
Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah  pemberian. 
Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, 
kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau 
terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah 
itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut 
rusak atau kualitasnya menurun  atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, 
makanan yang telah  dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki 
pengkhitbah tersebut tidak berhak memintanya gantinya.
45
 
Para ulama Malikiah menyebutkan jika pembatalan khitbah itu 
dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. 
Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki 
boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar 
dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. 
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Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki 
boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi‟iah 
berpandang bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia 
berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. 
Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara 
utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika 
barangnya telah rusak atau terlebur, kerena pemberi hadiah berstatus sebagai 
calon suami belum menjadi suami.
46
 
Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya 
hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya 
pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta 
kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh 
perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang 
dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang 
meminangnya. 
Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau 
seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta 
mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari 
persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi 
maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun 
harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun 
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Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal  yang akan 
dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap, dan 
sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi khitbah, yaitu sebagai gerbang 
menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas ta‟aruf (saling 
mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika    dalam    
aktivitas    ta‟aruf    salah    satu    pihak    menilai    dan mempertimbangkan 
adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun 
sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan khitbah.
48
 Berpalingnya satu pihak 
dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan 
pertimbangan bahwa khitbahdalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, 
namun sebatas perjanjian   untuk  menikah.   Oleh   sebab  itu,   pembatalan 
khitbahtidak 
mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani 
apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.
49
 
Pembatalan khitbah merupakan hal yang lumrah, jika menganggap hal 
ini berlebihan maka hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Misalnya, 
ada anggapan bahwa pembatalan khitbah terjadi karena adanya penilaian 
bahwa salah satu calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu dia menganggap 
sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain 
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nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berkaitan 
kepada kegagalan khitbahnya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap 
ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan 
kelemahan iman. 
Seperti halnya dalam mengawali khitbahmaka ketika akan mengakhiri 
khitbahdengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang makruf dan 
tidak menyalahi ketentuan syara‟. Hal yang perlu diperhatikan ketika 
membatalkan khitbahadalah adanya alasan-alasan syar‟i  yang  membolehkan  
pembatalan  tersebut  terjadi.  Misalnya,  salah satu atau pun kedua belah pihak 
menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai 
kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memilki akhlak yang tidak 
terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari 
tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang 
membahayakan, serta alasan- alasan lain yang dinilai dapat menghambat 
keberlangsungan kehidupan rumah tangga. 
Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan 
khitbahjuga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian 
yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad 
pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang  syar‟i  maka  pembatalan  
khitbah tidak  boleh  dilakukan  karena  hal tersebut hanya akan meyakiti satu 
sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji 
untuk menikahi pihak yang dikhitbah.
50
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Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang 
menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain. 
Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang 
dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang 
dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.
51 
Calon mempelai laki-laki 
mapun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan khitbah. Jika 
khitbah dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang 
yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk 




Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. 
Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali 
ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi 
pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, 
maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau 
kualitasnya menurun  atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan 
yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah 
tersebut tidak berhak meminta gantinya.” 
Ulama Malikiah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang 
diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak 
perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan, karena 
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secara hukum itu disyaratkan. 
Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khitbah itu 
dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit 
pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki 
boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan 
adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad 
tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau 
semisalnya. 
Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki 
boleh meminta kembali atau dikembalikan.
53
 
Para   ulama   Syafi‟iah   berpandang   bahwa   si   lelaki   boleh 
meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya 
untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, 
barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan 
persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerena 
pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.
54
 
Jika hadiah khitbah disepakati sebagai bagian dari mahar, baik 
berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak 
laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak 
laki-laki berhak memintanya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang 
awet. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli waris berhak meminta ganti 
yang senilai. Jika hadiah khitbah itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari 
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mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap 
sebagai pemberian  yang tidak boleh diminta kembali.
55
 
Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan 
kesepakatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki 
meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka benda itu harus 
dikembalikan kepada ahli warisnya. 
Apabila peminang telah menyerahkan sabagian atau seluruh mahar 
kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah 
diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan 
tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita 
tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus 
mengembalikan mahar tersebut apa adanya  jika belum rusak, meskipun mahar 




Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya 
berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan 
sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana 
maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan 
wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang 
punya. 
Fuqaha‟   sepakat   jika   berkaitan   dengan   mahar   yang   telah 
diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara 
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mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan 
atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecualinya adanya akad 
nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan 
timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara 
sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh 





Setelah penulis menguraikan dan menganalisis mengenai ganti rugi 
pembatalan khitbah dalam tinjauan sosiologis di Desa Pulau Birandang 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Proses penyelenggaraan khitbah didesa Pulau Birandang Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut : 
a. Maantau tando (khitbah) 
Yaitu menyerahkan tanda berupa benda seperti 2 helai kain handuk, 2 helai 
kain panjang/selimut, dua helai kain wsarung/kain pinggang. 
b. Maimbau mamak 
Yaitu memberi kabar sekaligus meminta restu kepada paman perempuan  
untuk menikahkan keponakannuya dengan laki-laki yang datang 
mengkhitbahnya. 
2. Penerapan ganti rugi pembatalan khitbah di desa Pulau Birandang Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar. 
a. Pihak laki-laki 
Apabila Pihak laki-laki yang membatalkan khitbah maka konsekuensinya 






b. Pihak Perempuan 
Jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah maka konsekuensinya 
harus mengganti dua kali lipat dari hantaran yang diberikan 
c. Tujuan ganti rugi pembatalan khitbah didesa Pulau Birandang Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar berdasarkan tinjauan sosiologis. 
Yaitu :  
1. Tidak menyepelehkan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama 
dua belah pihak. 
2. Menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat 
3. Menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak ditengah masyarakat.  
B. Saran 
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 
bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjutnya.  
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan 
sangat banyak kekurangannya. Untuk itu bagi para pembaca diharapkan 
masukkan dan sarannya. 
Ada banyak hal yang memicu terjadinya pembatalan khitbah dengan 
alasan-alasan tertentu. Untukmenimalisir kejadian tersebut maka penulis 
menyarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Khitbah merupakan masalah yang serius,jadi penulis mengharapkan agar 
tidak bermain-main dan memikikirkan secara matang sebelum melakukan 
khitbah. Sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari. 
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2. Pembatalan khitbah memang lebih baik daripada perceraian akan tetapi bagi 
orang yang membatalkan khitbah hendaklah didasari dengan alasan yang 
jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif karena akan menimbulkan 
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